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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berlandaskan hasil analisis dan perbincangan mengenai Kemampuan dan 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi yang telah 

dibicarakan diatas, maka peneliti dapat merumuskan hal-hal sebagai berkut:  

1. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam 

pelaksanaan Otonomi Daerah pada periode Tahun 2018-2022 dimonitor dari 

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dicapai skala indeks pada angka 0,4385 

yang tergolong dalam kategori sedang dan berlandaskan Permendagri Nomor 

67 Tahun 2017 diperoleh nilai berbilang Rp. 269.982.014.694,67 sehingga 

termasuk dalam kelompok rendah. 

2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam 

pelaksanaan Otonomi Daerah pada periode Tahun 2018-2022 ditinjau dari 

rasio kemandirian berada pada angka 9,98% yang termasuk dalam kategori 

sangat kurang, dari rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada angka 7,3% 

yang termasuk dalam kategori sangat kurang, adapun dari rasio efektivitas 

berada pada angka 108,9% sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif. 

Kemudian dari rasio aktivitas menyiratkan angka 75,3% pada perhitungan 

belanja aparatur dan angka 24,7% pada perhitungan belanja publik, yang 

dimana hal ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro 

Jambi lebih memprioritaskan anggarannya dialokasikan demi kegiatan 

belanja aparatur dibanding belanja publik. Sedangkan dari rasio keserasian 

belanja daerah menyiratkan angka 81,6% pada perhitungan belanja langsung 

dan angka 16,4% pada perhitungan belanja tidak langsung, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi lebih 

banyak memanfaatkan dana demi kegiatan belanja langsung ketimbang 

kegiatan belanja tidak langsung. 
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5.2. Saran 

Berlandaskan simpulan yang telah disampaikan di atas, bisa dibagikan 

segenap saran atau pertimbangan mencakup:  

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi mesti dapat mengintensifkan 

akseptasi sumber pendapatan yang telah ada selama ini dengan memupuk 

dan memperluas pajak dan retribusi daerah demi meninggikan bagian 

penerimaan sisi pajak dan retribusi daerah. Kemudian Pemerintah Daerah 

Kabupaten Muaro Jambi seharusnya meningkatkan sosialisasi peraturan 

daerah tentang PAD kepada masyarakat sehingga dapat mengembangkan 

kesadaran masyarakat akan kepatuhan dalam menunaikan pajak dan 

retribusi, sebab pada era Otonomi Daerah pencapaian target penerimaan 

PAD sangat menentukan keberhasilan daerah dalam memacu seluruh 

aspek pembangunan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi 

juga harus dapat lebih berani serta dapat lebih inovatif dalam proses 

pencarian dan menggali sumber-sumber pendapatan baru mengingat 

banyaknya sumber daya yang potensial di Kabupaten Muaro Jambi masih 

belum dikelola dengan maksimal.  

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi diharapkan bisa 

meningkatkan kinerja keuangan daerah agar PAD Kabupaten Muaro Jambi 

lebih konsisten dan tidak lagi terlalu bertopang pada uluran tangan dari 

Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi juga 

diharapkan dapat menunjukkan kesiapan Pemerintah Daerah yang masih 

rendah, serta Kabupaten Muaro Jambi seharusnya lebih selektif dalam 

penggunaan belanja daerah terhadap belanja pegawai dan belanja barang 

akan mendominasi sebagian besar dari total belanja daerah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Hasil penelitian ini bisa diaplikasikan sebagai sumber ide atau gagasan 

demi pengembangan penelitian yang akan datang. Selain itu, dalam 

ekspansinya hasil temuan penelitian ini bisa digunakan sebagai literatur 

bakal peneliti di masa mendatang untuk mengaplikasikan indikator-
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indikator kemampuan dan kinerja keuangan daerah yang lain diantaranya 

value for money, varians pendapatan serta juga varians belanja.  

b. Selanjutnya, peneliti diharapkan dapat menghasilkan hasil yang lebih 

komprehensif tentang pelaksanaan Otonomi Daerah dengan melakukan 

komparasi atau perbandingan antara kemampuan dan kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Jambi. 

 


